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ABSTRAK

STUDI KOMPARASI KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI
PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DAN KEMATIAN PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh
AMELISA NURZAHARA

Pelayanan pembuatan akta kelahiran dan kematian belum terlaksana dengan
maksimal di Kabupaten Pringsewu, terdapat 122 penduduk yang meninggal dunia
serta 16.935 anak usia 0-18 tahun yang belum mencatatkan kematian dan
kelahiran. Penelitian ini menggunakan analisis studi komparatif mengenai
pelayanan akta kelahiran dan kematian yang diberikan oleh Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu kepada masyarakat di 5 kecamatan
dengan teori yang menyatakan bahwa jarak berkaitan erat dengan lokasi dan
upaya pemenuhan kebutuhan termasuk pelayanan. Tujuan penelitian adalah untuk
membandingkan kualitas pelayanan administrasi pencatatan akta kelahiran dan
kematian, serta mengetahui apakah jarak dan capaian kepemilikan akta
menentukan penilaian masyarakat dan fungsi manajemen Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini menggunakan lima dimensi
kualitas pelayanan yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan
empathy, serta tiga fungsi manajemen yaitu planning, oranizing, actuating dan
controlling. Tipe penelitian ini komparatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat Kecamatan Adiluwih
memberikan penilaian terendah pada pelayanan akta kelahiran dan kematian.
Penilaian masyarakat atas pelayanan pencatatan akta kelahiran dan kematian
ditentukan oleh jarak domisili masyarakat. Capaian kepemilikan akta kematian
menentukan penilaian masyarakat tetapi capaian kepemilikan akta kelahiran tidak
menentukan. Program kerja dan teknologi yang telah diterapkan tidak diiringi
dengan kemampuan pegawai yang berdampak pada rendahnya respon pegawai.
Fungsi manajemen organizing dan controlling belum berperan secara maksimal.

Kata Kunci: Pencatatan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Pelayanan.



ABSTRACT

COMPARATIVE STUDY OF ADMINISTRATION SERVICE QUALITY
OF REGISTRATION FOR BIRTH AND DEATH CERTIFICATE IN THE
POPULATION SERVICE AND CIVIL REGISTRY DEPARTMENT OF
PRINGSEWU REGENCY

By
AMELISA NURZAHARA

The service for making birth and death certificates has not been carried out
maximally in Pringsewu Regency, 122 people died and 16,935 children aged 0-18
years who have not recorded deaths and births. This research uses a comparative
study of the services of birth and death certificates given by the Population
Service and Civil Registry Department of Pringsewu Regency to the community
in 5 sub-districts with a theory that distance is closely related to location and
efforts to fulfill needs including services. The purpose of the research was to
compare the quality of administrative services for registering birth and death
certificates and to find out whether the distance and achievement of ownership of
the deed determine the community's assessment and management functions of the
Population Service and Civil Registry Department of Pringsewu Regency. This
research uses five-dimensional quality of service namely tangible, reliability,
responsiveness, assurance, and empathy, as well as three management functions
namely planning, organizing, actuating and controlling. This type of research is
descriptive comparative with a qualitative approach. The results of this research
indicate that the Adiluwih Subdistrict Society gave the lowest assessment of the
services of birth and death certificates. Community assessment of the service for
recording birth and death certificates is determined by the distance of the
community's domicile. The achievement of the ownership of the death certificate
determines the assessment of the community but the achievement of the
ownership of the birth certificate does not determine. The work program and
technology that have been implemented are not accompanied by the ability of
employees to have an impact on the low response of employees. The functions of
organizing and controlling management have not played a maximum role.

Keywords: Registration for Birth Certificate, Death Certificate, Service.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kualitas pelayanan publik di Indonesia menjadi sebuah masalah yang tidak
mudah untuk diselesaikan. Permasalahan kualitas pelayanan publik tercermin
dalam banyaknya laporan keluhan masyarakat, baik yang disampaikan
melalui surat kabar maupun media elektronik. Salah satunya pelayanan
Pemerintah Daerah yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat kepada

Ombudsman Republik Indonesia (sumber: news.detik.com diakses pada 18

Oktober 2018 Pukul 10.19 WIB). Beragam masalah publik yang ditemukan di
setiap daerah dan bidang pelayanan mendorong pemerintah untuk

merumuskan kebijakan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur

kepentingan bangsa dan negara. Pemerintah mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu:
Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan
(serving), sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan
layanan civil  termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah
mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment),
sebagai penyelenggara pembangunan dan melalukan berbagai
pemberdayaan (Ndraha, 2001: 85).

Fungsi primer yaitu fungsi pelayanan, pemerintah mempunyai tugas utama

untuk melayani masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum



Penyelenggaraan Pelayanan Publik, mendefinisikan pelayanan publik sebagai
berikut:
Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan
olenh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat
menjadi suatu permasalahan kompleks dalam pemerintahan. Berbagai aspek
dan faktor—faktor dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan
oleh pemerintah. Kualitas pelayanan dapat diukur dari lima dimensi, seperti
yang telah dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry vyaitu

tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy (Hardiyansyah,

2018: 57).

Fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi dan saling
bergantung antara satu dengan yang lain disebut hubungan fungsional.
Hubungan fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan kewenangan
yang harus dijalankan oleh pemerintahan pusat dan daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pembagian
urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
merupakan konsekuensi dari sistem otonomi daerah yang digunakan di

Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan

pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan



pemerintahan umum. Urusan konkuren dibagi menjadi urusan pemerintahan
wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi urusan pemerintahan
yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar.
Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 6
urusan pemerintahan (yaitu: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum
dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
sosial). Urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan
dasar meliputi 18 urusan pemerintahan (tenaga kerja; pemberdayaan
perempuan dan pelindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan
hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan
masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan
menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik;
persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan).
Jadi, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah salah satu
urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang

diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk
menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan secara mandiri dan
sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Pelayanan kepada
masyarakat tidak mudah ditingkatkan oleh pemerintah meskipun otonomi
daerah telah dilaksanakan. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah
terkadang kurang sesuai dengan potensi yang ada di suatu daerah, sehingga
pemerintah daerah harus menyesuaikan dengan kebijakan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah pusat dan mampu mencapai hasil-hasil yang

sesuai dengan potensi daerah. Hambatan pemerintah daerah dalam


http://pemerintah.net/pemerintah-daerah/
http://pemerintah.net/pemerintah-daerah/

meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti dari segi kualitas pegawai,
sarana dan prasarana, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus

data kependudukan pencatatan sipil.

Ombudsman Republik Indonesia (RI) melakukan Penilaian Kepatuhan
Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Penilaian Kepatuhan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan
sistemik dan berulang dan memberikan saran perbaikan kebijakan kepada

pemerintah atau penyelenggara pelayanan publik.

Penilaian Kepatuhan dilakukan secara serentak pada 22 Kementerian, 6
Lembaga, 22 Provinsi, 45 Pemerintah Kota dan 107 Pemerintah Kabupaten
pada periode Mei-Juli 2017 yang dilaksanakan oleh Tim Pusat dan Tim
Perwakilan Ombudsman RI di 33 Kantor Perwakilan Ombudsman RI.
Berdasarkan penelitian tersebut terdapat lima kabupaten yang terpilih sebagai

obyek penilaian di Provinsi Lampung dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1.  Hasil Penilaian Ombudsman RI Terhadap Kepatuhan Pemerintah
Kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2017

| g | 1| o | Pt
1 | Lampung Selatan 59.58 Kuning 46
2 | Lampung Timur 41.63 Merah 76
3 | Lampung Tengah 28.08 Merah 93
4 | Pesawaran 21.97 Merah 99
5 | Pringsewu 13.07 Merah 104

Sumber: Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2017



Berdasarkan Tabel 1 tentang Hasil Penilaian Ombudsman RI Terhadap
Kepatuhan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2017,
menunjukkan bahwa tingkat pelayanan publik Pemerintah Kabupaten
Pringsewu yang terendah di Provinsi Lampung. Ini merupakan predikat
kepatuhan yang rendah terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan
publik. Penilaian kepatuhan menggunakan variabel dan indikator berbasis
pada kewajiban pejabat pelayanan publik dalam memenuhi komponen standar
pelayanan publik sesuai Pasal 15 dan Bab V Undang-Undang Pelayanan

Publik.

Ombudsman RI melakukan observasi dan penilaian tentang tingkat kepatuhan
terhadap standar pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang
dilakukan pada 64 produk pelayanan yang tersebar di 10 Unit Layanan, yaitu
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi
UKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan,
Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi. Rincian hasil penilaian terhadap indikator dan variabel di
tingkat Pemerintah Kabupaten Pringsewu disajikan dalam tabel sebagai

berikut:



Tabel 2. Indikator dan Variabel Kepatuhan Pemerintah Kabupaten Pringsewu
Bobot Hasil Penilaian
No Variabel Indikator Penilaian | Belum Sudah
(%) Tersedia | Tersedia
(%) (%)
Visi, Misi dan | Ketersediaan visi dan misi pelayanan 2 100,00 0
1 | Moto .
Pelayanan Ketersediaan motto pelayanan 2 92,19 7,81
2 Pgnllqlan Ketersediaan sarana pengukuran 25 100,00 0
Kinerja kepuasan pelanggan
Ketersediaan pelayanan khusus bagi
pengguna layanan berkebutuhan 2 100,00 0
khusus
3 Pelayanan Ketersediaan sarana khusus bagi
Khusus pengguna layanan berkebutuhan
khusus (ram, rambatan, kursi roda, 2 100,00 0
jalur pemandu, toilet khusus, ruang
menyusui, dIl)
Ketersediaan Pejabat/Petugas 5 100,00 0
pengelola pengaduan
Pengelolaan Ketersediaan informasi prosedur dan
4 - 3 100,00 0
Pengaduan tatacara penyampaian pengaduan
Ketersediaan sarana pengaduan
(SMS/Telpon/Fax/Email, dil) 5 92,19 781
Sistem Ketersediaan informasi pelayanan
Informasi publik elektronik atau nonelektronik
5 Pelayanan (booklet, pamflet, website, monitor 12 100,00 0
Publik televisi, dll)
6 Maklumat Ketersediaan maklumat layanan 12 100,00 0
Layanan
Jangka waktu penyelesaian 12 100,00 0
Standar Produk pelayanan 6 98,44 1,56
7 | Pelayanan Sistem, mekanisme dan prosedur 6 98,44 1,56
Publik Biaya/tarif 12 87,50 12,50
Persyaratan 6 76,56 23,44
Ketersediaan Petugas
8 | Atribut Penyelenggaran menggunakan ID 2,5 39,06 60,94
card
Ketersediaan loket/meja pelayanan 3 1,56 98,44
Sarana dan -
Ketersediaan ruang tunggu 3 1,56 98,44
9 | Prasarana, Ketersediaan toilet untuk pengguna
Fasilitas Pengg 2 100,00 0
layanan

Sumber: Laporan Hasil Inisiatif Ombudsman RI Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2 tentang Indikator dan Variabel Kepatuhan Pemerintah,

dapat diketahui bahwa 10 unit layanan yang menjadi sampel di Kabupaten

Pringsewu tidak menyediakan pelayanan khusus, sistem informasi pelayanan




publik, toilet untuk pengguna layanan, belum mempublikasikan visi dan misi
pelayanan. Indikator sarana, fasilitas, dan prasarana yang dipenuhi oleh
98,44% unit layanan di Kabupaten Pringsewu ialah ketersediaan loket/meja
pelayanan dan ketersediaan ruang tunggu. Indikator lain yang dipenuhi oleh
60,94% unit layanan adalah Kketersediaan petugas penyelenggaran

menggunakan ID card.

Hasil penilaian diklasifikasikan dengan menggunakan traffic light system
(zona merah, zona kuning dan zona hijau). Berdasarkan variabel dan
indikator penilaian tersebut, akan diperoleh nilai maksimal atau total sebesar

100 dan dibagi ke dalam 3 (tiga) kategorisasi sebagai berikut:

Tabel 3. Kategorisasi Kepatuhan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Tingkat Kepatuhan Zona Nilai
Rendah Merah 0-55
Sedang Kuning 56 - 88
Tinggi Hijau 89 - 110

Sumber: Laporan Hasil Inisiatif Ombudsman Rl Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, nilai 50% dari total poin (100) yaitu 50, maka
ditentukan bahwa nilai yang lebih rendah dari 50 dinilai tidak memenuhi
kepatuhan dengan memberikan predikat kepatuhan rendah dengan simbol
zona merah. Nilai antara 50% sampai dengan 80% dari total poin (100), yaitu
51-80, dinilai cukup memenuhi kepatuhan, dengan memberikan predikat
kepatuhan sedang dengan simbol zona kuning. Nilai diatas 80% dari total
poin (100), yaitu 81 ke atas, dinilai telah memenuhi kepatuhan, dengan

memberikan predikat kepatuhan tinggi dengan simbol zona hijau. Jika



terdapat nilai di antara batas zonasi, maka dilakukan pembulatan nilai desimal

ke bilangan bulat teratas.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu memperoleh hasil penilaian sebesar 13,07
berdasarkan variabel dan indikator penilaian tersebut, sehingga tingkat
pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Pringsewu rendah dan masuk
kategori zona merah yang dilakukan pada 64 produk pelayanan. Pemerintah
Kabupaten Pringsewu mendapat rapor merah hasil penilaian Ombudsman
tentang Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, sehingga Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pringsewu menghimbau
kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan untuk
meningkatkan pelayanan publik, yang dijabarkan sebagai berikut:

“DPRD Pringsewu mengingatkan kepada OPD yang bersentuhan
langsung dengan masyarakat dapat meningkatkan pelayanan sesuai
dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, beserta Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah
Kabupaten Pringsewu Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pelayanan
Publik. Ketua Komisi I DPRD Pringsewu mengatakan, kebutuhan
meningkatkan pelayanan itu karena Pringsewu terpuruk mengenai
pelayanan publik dan menjadi zona merah. Menyikapi rapor merah
tersebut, memanggil Dinas Kependudukkan dan Pencatatan Sipil dan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pringsewu dalam
rangka rapat kerja demi peningkatan pelayanan. Seperti penerapan
standar pelayanan atau waktu pelayanan, maklumat pelayanan, adanya
fasilitas publik dan fasilitas khusus. Antara lain, ibu menyusui, mainan
anak-anak, adanya papan informasi serta kotak pengaduan
masyarakat. Wakil Ketua Komisi | DPRD Pringsewu mengatakan bila
pihaknya kecewa dan prihatin dengan rapor merah pelayanan publik
di Pringsewu. Menurutnya, perlu komitmen kepala OPD dan seluruh
stafnya yakni untuk meningkatkan grade kinerja serta pelayanannya
pada masyarakat” (sumber: tribunlampung.com 1 Februari 2018
diakses pada 18 Oktober 2018 Pukul 10.00 WIB).
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Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan dinas yang bersentuhan
langsung dengan masyarakat, sehingga DPRD Pringsewu berharap dinas
tersebut dapat meningkatkan pelayanan sesuai dengan amanah Undang
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berita di bawah ini
menyatakan bahwa salah satu bentuk pelayanan di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil yaitu pelayanan pencatatan akta kelahiran, terdapat masalah
berupa masih terdapat masyarakat yang belum mencatatkan kelahirannya,
yang dijabarkan sebagai berikut:

“Sekitar 30 ribu warga usia nol sampai 18 tahun di Pringsewu belum
memiliki akta kelahiran. Penjelasan itu disampaikan Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu Hasan Basri
saat ditemui di ruang kerjanya. Dengan banyaknya warga usia nol
sampai 18 tahun yang belum memiliki akta kelahiran, Disdukcapil
langsung menurunkan tim untuk membuat akta kelahiran. Jumlah
tersebut masih terdata di empat kecamatan yang ada di kabupaten
Pringsewu. Menurutnya, berdasarkan data Disdukcapil ada sekitar 30
ribu warga yang belum memiliki akta kelahiran dan yang sudah
memiliki akta baru sekitar 75,6 persen dari total sekitar 128 ribu
warga yang memiliki akta kelahiran. Adapun empat kecamatan yang
sudah didatangi tim: Pringsewu, Pagelaran, Sukoharjo dan
Gadingrejo. Dia menjelaskan, untuk Kecamatan Pringsewu paling
banyak tidak memiliki akta kelahiran untuk usia anak nol sampai 18
tahun. Dia menambahkan dengan cara turun langsung ke pekon dan
kecamatan akan mengetahui berapa yang belum memiliki akta
kelahiran, karena mungkin ada yang sudah memilki akta kelahiran
sebelum Pringsewu mekar. Pihaknya berharap, kepada masyarakat
untuk ikut aktif dalam mendukung program Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil untuk mensukseskan program pembuatan akta
kelahiran anak nol sampai 18 tahun” (sumber: lampost.co 23 Agustus
2017 diakses pada 27 Maret 2018 Pukul 06.23 WIB).
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Berita online tersebut diperkuat dengan data hasil pra-riset oleh Hasan Basri
selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu
pada 15 Oktober 2018 Pukul 10:20 WIB, disebutkan bahwa masih terdapat
warga di berbagai kecamatan yang belum memiliki akta kelahiran dan akta
kematian. Hal itu dijabarkan sebagai berikut:

“Pemberitaan di koran dan berita online memang benar bahwa sekitar
30 ribu warga di Kabupaten ini belum memiliki akta kelahiran.
Jumlah data yang tepat dapat dilihat pada arsip yang kami miliki.
Tidak hanya akta kelahiran saja, akta kematianpun tidak banyak warga
yang melalukan pelayanan tersebut kalau memang tidak dibutuhkan
untuk pengurusan dokumen lain seperti pensiun, waris dan lain-lain.
Maka dari itu, kami sulit untuk menentukan kevalidan jumlah
penduduk di Kabupaten Pringsewu.”

Peneliti juga bertemu dengan Imron selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil,
pada 15 Oktober 2018 Pukul 11:00 WIB. Beliau mengemukakan beberapa
permasalahan terkait dengan pelayanan akta kelahiran dan kematian serta
upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

“Pelayanan akta kematian memang lebih sepi dibandingkan dengan
pelayanan yang lain. Hanya saja kami sudah melakukan berbagai
upaya agar warga yang punya anak mencatatkan peristiwa kelahiran
dan keluarga dari warga yang meninggal mencatatkan peristiwa
kematian, seperti jemput bola, kerja sama dengan posyandu atau
sekolah, kerja sama dengan penjaga makam, mengadakan stand
pelayanan di Chandra Pringsewu. Banyak warga ini hanya
mencatatkan kematiannya sampai pada surat kematian yang diketahui
RT/RW, tidak sampai ke akta kematian yang diketahui Kepala
Disdukcapil.”
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Pelayanan pembuatan akta kelahiran dan kematian yang belum terlaksana
dengan maksimal di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada capaian
kepemilikan akta kelahiran dan kematian yang belum merata secara maksimal
di setiap kecamatan. Berikut capaian kepemilikan akta kelahiran yang peneliti

peroleh pada saat riset penelitian dan disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 4. Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Umur 0-18 Tahun Kabupaten
Pringsewu Tahun 2017

No Kecamatan Memiliki Akta Kelahiran | Belum Memiliki Akta Kelahiran
Jumlah % Jumlah %
1 | Pringsewu 20,953 84.63 3,805 15.37
2 | Gadingrejo 21,456 89.30 2,571 10.70
3 | Ambarawa 10,858 98.83 129 1.17
4 | Pardasuka 11,606 94.81 635 5.19
5 | Pagelaran 13,094 81.65 2,943 18.35
6 | Banyumas 5,169 76.49 1,589 23.51
7 | Adiluwih 11,181 96.88 360 3.12
8 | Sukoharjo 11,979 72.46 4,552 27.54
9 | Pagelaran Utara 4,845 93.24 351 6.76
Jumlah 111,141 86.78 16,935 13.22

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 4 tentang Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Umur O-
18 Tahun Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 dapat diketahui bahwa
Kecamatan Ambarawa merupakan kecamatan dengan jumlah kepemilikan
akta kelahiran paling banyak dibandingkan kecamatan lain sebanyak 98.83%
dari 10,987 anak usia 0-18 tahun. Sementara itu, Kecamatan Sukoharjo
merupakan kecamatan dengan jumlah kepemilikan akta kelahiran paling
sedikit dibandingkan kecamatan lain sebanyak 27.54% dari 16,531 anak usia

0-18 tahun.



12

Capaian kepemilikan akta kematian juga belum merata secara maksimal di
setiap kecamatan. Capaian kepemilikan akta kematian Kabupaten Pringsewu
tahun 2017 yang peneliti peroleh pada saat riset penelitian dan dapat dilihat

pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Capaian Kepemilikan Akta Kematian Kabupaten Pringsewu Tahun 2017

Jumlah N . Belum Memiliki

No | Kecamatan Ken;?]tian Memiliki Akta Kematian Akta Kematian
d”gporgkan Jumlah % Jumlah %
1 | Pringsewu 134 134 100 0 0

2 | Gadingrejo 184 129 70.11 55 29.89

3 | Ambarawa 59 21 35.6 38 64.4
4 | Pardasuka 15 15 100 0 0
5 | Pagelaran 79 79 100 0 0
6 | Banyumas 45 45 100 0 0

7 | Adiluwih 106 77 72.65 29 27.35
8 | Sukoharjo 27 27 100 0 0
9 | Pagelaran Utara 6 6 100 0 0

Jumlah 655 533 81.37 122 18.62

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 5 tentang Capaian Kepemilikan Akta Kematian
Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 dapat diketahui bahwa terdapat enam
kecamatan yang sudah sesuai antara jumlah kematian yang dilaporkan dengan
jumlah akta kematian yang dimiliki antara lain Kecamatan Pringsewu,
Pardasuka, Pagelaran, Banyumas, Sukoharjo dan Pagelaran Utara. Akan
tetapi, Kecamatan Gadingrejo merupakan kecamatan yang paling banyak

tidak memiliki akta kematian dibandingkan kecamatan lain sebanyak 55 akta.
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Pada tahun 2017 di Kabupaten Pringsewu, terdapat 122 penduduk yang
meninggal dunia serta 16.935 anak usia 0-18 tahun yang belum mencatatkan
akta kematian dan akta kelahirannya. Hal ini dikarenakan kesadaran
masyarakat yang belum memahami pentingnya pencatatan akta kematian dan
kelahiran, sedangkan pemerintah sangat memerlukan data tersebut yang
berguna untuk mengukur tingkat pertumbuhan penduduk.Oleh karena itu,
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bertanggung jawab dalam
meningkatkan pelayanan dan memberikan wawasan serta informasi kepada

masyarakat.

Kabupaten Pringsewu memiliki 9 kecamatan yang memiliki persentase
capaian kepemilikan akta kelahiran yang berbeda di setiap kecamatan.
Peneliti mengklasifikasikan 4 kecamatan sebagai domisili sampel penelitian
dalam mengukur kualitas pelayanan akta kelahiran dan dapat dilihat sebagai

berikut:

Tabel 6. Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran dan Jarak pada Empat Kecamatan

No | Kecamatan Akt?eKn;::;rl:iiran iell'gamKIZII:rr?iirI;ﬁi Jarak dari Pusat Kota
1 | Pringsewu 84.63% 15.37% (Ejkk% )

2 | Sukoharjo 72.46% 27.54% 1Ii)gksrtn

3 | Adiluwih 96.88% 3.12% (1J§L|J<2n )

4 | Pagelaran 81.65% 18,35% a OJ;“Em)

Sumber: Diolah Peneliti, 2018
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Berdasarkan Tabel 6 tentang Capaian Kepemilikian Akta Kelahiran dan Jarak
pada Empat Kecamatan, bahwa Kecamatan Pringsewu, Sukoharjo, Adiluwih,
dan Pagelaran terpilin sebagai domisili sampel penelitian pelayanan akta
kelahiran. Sementara itu, berikut tabel yang menunjukkan empat kecamatan

sebagai domisili sampel penelitian dalam pelayanan akta kematian:

Tabel 7. Capaian Kepemilikan Akta Kematian dan Jarak pada Empat Kecamatan

No | Kecamatan | xyqi'eation | Ata Kematian | 2272k dari Pusat Kota
1 | Pringsewu 100% 0% (ZI?:kkﬁ)
2 | Gadingrejo 70.11% 29.89% (3'?;'?(?;)
3 | Adiluwih 72.65% 27.35% (f;tll(*;])
4 | Pagelaran 100% 0% @ gguﬂm)

Sumber: Diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan Tabel 7 tentang Capaian Kepemilikian Akta Kematian dan Jarak
pada Empat Kecamatan, bahwa Kecamatan Pringsewu, Gadingrejo,
Adiluwih, dan Pagelaran terpilih sebagai sebagai domisili sampel penelitian
pelayanan akta kematian. Kelima kecamatan ini dipilih dengan syarat jauh
atau dekat jaraknya dari pusat kota dan tinggi atau rendahnya persentase

kepemilikan akta kelahiran maupun akta kematian.
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Berdasarkan dengan data-data tersebut maka peneliti menemukan sejumlah

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang diteliti.

adalah jurnal penelitian terdahulu yang peneliti sajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 8. Penelitian Terdahulu

Meirinawati

No Peneliti Tahun Judul Penelitian
1 | Devi Yulindaningtyas 2015 Kualitas Pelayanan Kependudukan Terhadap
Kepuasan Masyarakat
Nora Sembadra Analisis Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran
2 | Mahardhika dan 2015 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Endang Larasati Kota Semarang
Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada
3 | Desyana Eka Lestari 2016 Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil di Kota Bontang
Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran di
4 | Siti Anisa 2016 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Samarinda
Kualitas Pelayanan E-LAMPID (Electronic
. . Lahir, Mati, Pindah, Datang) di Dinas
5 Cita Amalia Z dan 2018 Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Surabaya (Studi Pada Pelayanan Pengurusan
Akta Kelahiran dan Kematian)

Sumber: Diolah Peneliti, 2018

Penelitian Devi Yulindaningtyas,

objek penelitian ini adalah produk

Berikut

pelayanan secara umum dan menggunakan kombinasi beberapa teori kualitas

pelayanan yang dibagi dalam 3 aspek yaitu proses pelayanan, sumber daya

manusia serta sistem. Hasil penelitian ini adalah pelayanan administrasi

kependudukan di Kota Kediri sudah baik, kendala yang dihadapi selama

memberikan pelayanan meliputi kendala internal dan eksternal. Kendala

internal berkaitan dnegan kurangnya petugas dan kurang disiplinnya petugas,

sedangkan kendala ekstenal berkaitan dengan sistem biaya pelayanan yang

diterapkan.
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Objek penelitian Nora Sembadra Mahardhika dan Endang Larasati ini adalah
akta kelahiran dan dijelaskan faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan
akta kelahiran yaitu faktor pendukung yang didukung oleh teori H.A.S
Moenir serta faktor penghambat oleh teori Mohammad dan Taufiq Effendi.
Hasil penelitian ini yaitu kurang tersedianya sarana dan prasarana,
implementasi dari standar pelayanan, sosialisasi, dan partisipasi pemohon

layanan.

Penelitian Desyana Eka Lestari ini berfokus pada pelayanan administrasi
kependudukan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan
informasi  administrasi  kependudukan) serta faktor pendukung dan
penghambat dalam pelayanan administrasi kependudukan yang dikemukakan
oleh Moenir terhadap produk pelayanan secara umum. Hasil penelitian ini
yaitu pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bontang telah berjalan
sesuai dengan standar pelayanan minimal yang berlaku. Faktor pendukung
pelayanan antara lain infrastruktur ruang kantor yang memadai, pemakaian
Air Conditioner (AC) sehingga pegawai dan masyarakat merasa nyaman saat

memberikan dan menerima pelayanan.

Fokus penelitian Siti Anisa yaitu mengukur pelayanan penerbitan akta
kelahiran dengan menggunakan Standar Pelayanan Publik dalam
KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Hasil penelitian ini yaitu standar
pelayanan yang diberikan sudah cukup baik, faktor pendukung antara lain

adanya dasar hukum serta telah memadainya sarana dan prasarana. Faktor
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penghambat dalam pelayanan penerbitan akta kelahiran antara lain kurangnya
tingkat kedisiplinan pegawai dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk
memiliki akta kelahiran serta memahami tentang prosedur pembuatan akta

kelahiran.

Fokus dalam penelitian Cita Amalia Z dan Meirinawati ini adalah kualitas
pelayanan terhadap aplikasi E-LAMPID (Electronic Lahir, Mati, Pindah,
Datang). Hasil penelitian ini yaitu kualitas pelayanan publik dalam
pembuatan akta kelahiran dan kematian menggunakan E-LAMPID sudah
baik, tetapi alat software E-LAMPID perlu diperbaiki agar mesin ini tetap
berjalan lancar dan dalam pelayanan ini perlu diberikan training kepada

pegawai agar sedikit lebih cekatan dalam merespon pengguna layanan ini.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan
adalah peneliti menggunakan teori milik Zeithmal, Berry dan Parasuraman
mengenai kualitas pelayanan yaitu tangible, reliability, responsiveness,
assurance, dan empathy untuk mengukur pelayanan akta kelahiran dan
kematian (Hardiyansyah, 2018: 63). Sementara itu, dalam menilai pegawai
yang memberikan pelayanan, peneliti menggunakan fungsi manajemen
yang dikemukakan oleh George R. Terry, yaitu planning, organizing,

actuacting dan controlling (Sukarna, 2011: 10).
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Peneliti tertarik untuk meneliti pelayanan akta kelahiran dan akta kematian

dengan alasan bahwa:

1.

Akta kelahiran merupakan catatan administratif yang wajib dimiliki oleh
setiap anak bahkan merupakan hak yang pertama kali dimiliki oleh anak.
Akta kelahiran merupakan bukti yang sah secara hukum atas kelahiran
seseorang dan berguna untuk keperluan anak nantinya.

Selain pelayanan akta kelahiran, terdapat pelayanan akta kematian yang
pada dasarnya dianggap juga penting bagi masyarakat dan merupakan
dokumen terakhir yang dimiliki oleh penduduk yang telah meninggal
dunia. Penduduk tersebut akan dihapuskan dari berbagai dokumen seperti
Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan untuk mencegah data
kependudukannya disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab.

Pencatatan akta kematian dapat menunjukkan penurunan jumlah
penduduk dengan kriteria meninggal dunia, sedangkan pencatatan akta
kelahiran dapat menunjukkan peningkatan jumlah penduduk di suatu
daerah. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa pencatatan akta kelahiran
dan kematian sangat mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Apabila
pencatatan ini tidak segera dilakukan maka akan menimbulkan jumlah
penduduk yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Sementara itu, perhitungan jumlah penduduk yang dilakukan oleh
pemerintah dalam jangka waktu tertentu secara serentak atau yang

disebut sensus penduduk memiliki berbagai manfaat. Manfaat sensus
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penduduk salah satunya adalah merencanakan pembangunan sarana dan

prasarana sosial sesuai dengan kondisi kependudukan daerah.

Penelitian ini menggunakan analisis studi komparatif mengenai pelayanan
akta kelahiran dan kematian yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu kepada masyarakat berdasarkan domisili
pada 5 kecamatan, antara lain Kecamatan Pringsewu, Adiluwih, Gadingrejo,
Sukoharjo, dan Pagelaran. Kelima kecamatan ini dipilih dengan menekankan
aspek jauh atau dekat jarak dari pusat kota dan tinggi atau rendahnya

persentase kepemilikan akta kelahiran maupun akta kematian.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana komparasi kualitas pelayanan administrasi pencatatan akta
kelahiran dan kematian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Pringsewu?

2. Apakah jarak dan capaian kepemilikan akta menentukan penilaian
masyarakat terhadap kualitas pelayanan akta kelahiran serta kematian?

3. Bagaimana fungsi manajemen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Pringsewu?
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C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diungkapkan, maka tujuan penelitian

ini yaitu:

1. Untuk membandingkan kualitas pelayanan administrasi pencatatan akta
kelahiran dan kematian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Pringsewu.

2. Untuk mengetahui apakah jarak dan capaian kepemilikan akta menentukan
penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan akta kelahiran serta
kematian.

3. Untuk mengetahui fungsi manajemen Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Pringsewu.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini yaitu :
1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian
mengenai kebijakan pelayanan publik.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi instansi dan

masyarakat serta menjadi referensi penelitian selanjutnya.



Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pelayanan Publik

1.

Konsep Pelayanan

Istilah pelayanan dalam tata bahasa Indonesia, diambil dari kata Inggris
"service", yang berasal dari kata kerja to serve yang berarti melayani.
Service berarti melayani suatu jasa yang diperlukan oleh masyarakat
dalam berbagai bidang seperti bidang kesehatan, pendidikan,

kesejahteraan dan lain sebagainya.

Sampara Lukman berpendapat pelayanan adalah suatu kegiatan atau
urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang
dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan
pelanggan (Junidis, 2015: 1506). Menurut Sinambela, pelayanan adalah
kualitas pelayanan birokrat terhadap masyarakat. Kata kualitas memiliki
banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang

konvensional hingga yang lebih strategis (Puspitasari, 2015: 96).

Konsep Publik
Publik menurut Puspokusumo adalah sekelompok orang yang
mempunyai perhatian pada sesuatu objek yang sama, mempunyai

keinginan dan kepentingan yang sama (Afkarina, 2018: 52). Menurut
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Sinambela, publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan
berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar serta baik
berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki (Sinambela,

2011:5).

Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan umum atau pelayanan publik menurut Wasistiono adalah
pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah
atau pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran
guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat
(Hardiyansyah, 2018: 15). Pamudji mengemukakan bahwa pelayanan
publik adalah berbagai kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan

masyarakat akan barang-barang dan jasa-jasa (Junidis, 2015: 1506).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut:
Pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Menurut Lembaga Administrasi Negara, pelayanan umum adalah suatu
proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang
memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan

keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang

dan jasa (Hardiyansyah, 2018: 15). Pelayanan publik menurut Miftah
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Thoha adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang atau institusi tertentu untuk memberikan kemudahan
dan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu
(Duaji, 2013: 30).
Ratminto dan Winarsih mendefinisikan pelayanan publik atau
pelayanan umum sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam
bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya
menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah
di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara
atau badan usaha milik daerah, dalam rangka upaya pemenuhan
kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan
ketentuan perundang-undangan (Anisa, 2016: 4).
Layanan umum yang dilakukan oleh siapapun bentuknya tidak terlepas
dari 3 macam yaitu layanan dengan lisan, tulisan, dan perbuatan. Ketiga
bentuk layanan itu memang tidak selamanya berdiri sendiri secara murni
melainkan sering berkombinasi (Moenir, 2006: 190). Pemberian
pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat
sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparatur negara sebagai
pelayanan masyarakat (Yulindaningtyas, 2015: 2). Beberapa pengertian
dan penjelasan tersebut, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik
yaitu:
a. Organisasi  pemberi  (penyelenggara) pelayanan vyaitu
Pemerintah/Pemerintah Daerah
b. Penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau
organisasi yang berkepentingan

c. Kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima
layanan (pelanggan) (Hardiyansyah, 2018: 16).
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4. Konsep Penyelenggara Pelayanan Publik
Berdasarkan pada pasal 2 Bab 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, menyebutkan pengertian penyelenggara
pelayanan publik sebagai berikut:

Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara,
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-
undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain
yang dibentuk sematamata untuk kegiatan pelayanan publik.
Adapun penyelenggara pelayanan publik meliputi:

1. Atasan satuan kerja penyelenggara adalah pimpinan satuan
kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan
kerja yang melaksanakan pelayanan publik.

2. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya
disebut organisasi penyelenggara adalah satuan Kkerja
penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan
institusi  penyelenggara negara, korporasi, lembaga
independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk
kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang
dibentuk sematamata untuk kegiatan pelayanan publik.

3. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai
kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik,
baik yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara
serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas
menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian
atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja
daerah.

5. Jenis-Jenis Pelayanan Publik
Pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah dapat dibagi
dalam beberapa jenis pelayanan publik menurut LAN vyaitu sebagai
berikut:
a. Pelayanan pemerintah adalah jenis pelayanan masyarakat yang

terkait dengan tugas-tugas umum pemerintahan, seperti
pelayanan KTP, SIM, pajak, perizinan, dan keimigrasian.
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b. Pelayanan pembangunan adalah suatu jenis pelayanan
masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan
prasarana untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat dalam
melakukan aktivitasnya sebagai warga negara. Pelayanan ini
meliputi penyediaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, pelabuhan-
pelabuhan, dan lainnya.

c. Pelayanan utilitas adalah jenis pelayanan yang terkait dengan
utilitas bagi masyarakat seperti penyediaan listrik, air, telepon,
dan transportasi lokal.

d. Pelayanan sandang, pangan, dan papan adalah jenis pelayanan
yang menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan
kebutuhan perumahan, seperti penyediaan beras, gula, minyak,
gas, tekstil dan perumahan murah.

e. Pelayanan kemasyarakatan adalah jenis pelayanan yang dilihat
dari sifat dan kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-
kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti pelayanan kesehatan,
pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu, dan
lainnya (Hardiyansyah, 2018: 31).

6. Standar Pelayanan Publik
Standar sebuah pelayanan publik adalah mengedepankan kepentingan
masyarakat sebagai raja atau pelanggan (Zulmanda, 2018: 2). Standar
pelayanan publik tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik, standar pelayanan publik tersebut
mencakup:

a. Prosedur Pelayanan
Prosedur pelayanan yang dilakukan dalam hal ini, yaitu
kesederhanaan, yang berarti kemudahan dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat serta kemudahan dalam
memenuhi persyaratan pelayanan.

b. Waktu Penyelesaian
Waktu yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sama
dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan haruslah
berkaitan dengan kepastian waktu dalam memberikan pelayanan
sesuai dengan ketetapan lamanya waktu pelayanan masing-
masing.
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Biaya Pelayanan

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan
dalam proses pemberian layanan, haruslah berkaitan dengan
penggunaan biaya yang secara wajar dan terperinci serta tidak
melanggar ketentuan yang berlaku.

. Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan dalam
pemberian pelayanan yaitu hasil pelayanan sesuai dengan yang
ditentukan serta terbebas dari kesalahan-kesalahan teknis.

. Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana Yyang memadai oleh
penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini berkaitan dengan
ketersediaan perangkat penunjang pelayanan yang memadai,
seperti peralatan kesehatan, dan haruslah ada kenyamanan serta
kemudahan dalam memeroleh suatu pelayanan.

Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan

Kompetensi petugas pemberi layanan harus ditetapkan dengan
tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap,
dan perilaku yang dibutuhkan.

Asas-Asas Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan dalam memberikan kepuasan bagi penerima

layanan maka dibutuhkan asas-asas pelayanan yang harus diperhatikan

bagi pemberi layanan. Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan

Menpan Nomor 63/2003 sebagai berikut:

1.

2.

Transparansi

Bersifat terbuka, mudah, dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah
dimengerti.

Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima
pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan
efektivitas.
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Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan
dan harapan masyarakat.

. Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras,
agama, golongan, gender dan status ekonomi.

. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak
serta kewajiban masing-masing pihak.

Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik terdapat sepuluh prinsip yang diatur

dalam Keputusan Menteri Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003

tentang

adalah:

a.

Pedoman Umum Pelayanan Publik, kesepuluh prinsip tersebut

Kesederhanaan
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami
dan dilaksanakan.

. Kejelasan

Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik, unit
kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam
memberikan pelayanan dan rincian biaya pelayanan publik dan
tata cara pembayaran.

. Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurung
waktu yang telah ditentukan.

. Akurasi

Produk pelayanan diterima dengan benar, tepat dan sah.

. Keamanan

Proses produk pelayanan publik memberikan rasa dan kepastian
hukum.

Tanggung Jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang
ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggraan pelayanan dan
penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanan pelayanan
publik.

. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk
penyediaan sarana teknologi, telekomunikasi dan informatika.
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h. Kemudahan Akses
Tempat dan lokasi sarana dan prasarana yang memadai mudah
dijangkau oleh masyrakat dan dapat memanfaatkan teknologi
telekomunikasi serta informasi.

I. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan
Pemberian pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun
ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

J. Kenyamanan
Pemberi pelayanan harus tertib, teratur disediakan ruang dan
waktu yang nyaman, bersih, rapih, lingkungan yang indah dan
sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan.

B. Tinjauan Tentang Kualitas Pelayanan Publik

1.

Konsep Kualitas Pelayanan Publik
Groetsch dan Davis mengemukakan bahwa kualitas merupakan suatu
kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, proses, dan
lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Hardiyansyah,
2018:49). Heizer dan Render mendefinisikan kualitas sebagai
kemampuan produk atau jasa memenuhi kebutuhan pelanggan (Junidis,
2015: 1506). Menurut Sinambela dkk, kualitas adalah segala sesuatu
yang memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs
of customers) (Hardiyansyah, 2018: 49).
Kotler mengatakan bahwa “quality is the totality of features and
characteristics of a product or service that bear on its ability to
satisfy stated or implied needs”, yang artinya kualitas adalah
keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang
berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan
yang dinyatakan atau tersirat (Hardiyansyah, 2018: 49).
Menurut Ibrahim kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan

lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya
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pemberian pelayanan publik tersebut (Hardiyansyah, 2018: 55). Menurut
Brady dan Conin mengatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan
perbandingan antara kenyataan atas pelayanan yang diterima dengan
harapan atas pelayanan yang ingin diterima (Rezha dkk, 2015: 983).
Lovelock mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai penyesuaian
terhadap perincian-perincian (conformance to specification)
dimana kualitas ini dipandang sebagai derajat keunggulan yang
ingin dicapai, dilakukannya kontrol terus menerus dalam mencapai
keunggulan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna
jasa (Duaji, 2013: 33).
Sampara mengemukakan bahwa kualitas pelayanan adalah pelayanan
yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan standar pelayanan yang
telah dibakukan sebagai pedoman dalam memberikan layanan
(Hardiyansyah, 2018: 49). Parasuraman, Zeithaml, dan Berry, kualitas

pelayanan adalah perbandingan yang diharapkan konsumen dengan

pelayanan yang diterimanya (Rezha dkk, 2015: 983).

Menurut Norman mengatakan bahwa apabila kita ingin sukses
memberikan kualitas pelayanan, kita harus memahami terlebih dahulu
karakteristik tentang pelayanan sebagai berikut:

a. Pelayanan sifatnya tidak dapat diraba, pelayanan sangat
berlawanan sifatnya dengan barang jadi.

b. Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan
merupakan pengaruh yang sifatnya adalah tindak sosial.

c. Produksi dan kosumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan
secara nyata, karena pada umumnya kejadian bersamaan dan
terjadi di tempat yang sama (Hardiyansyah, 2018: 48).
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Dimensi Kualitas Pelayanan Publik

Penilaian sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh
aparatur pemerintah, perlu ada kriteria yang menunjukkan apakah suatu
pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk,
berkualitas atau tidak. Berkenaan dengan hal tersebut, Parasuraman,
Zeithaml, dan Berry mengatakan bahwa:

SERVQUAL is an empirically derned method that may be used by a
services organization to improxse service quality. The method
involves the development of an understanding of the perceived
service needs of target customers. These mensured perceptions of
service quality for the organization im question, are then compared
against an organization that is "excellent.” The resulting gap
analysis may then be used as a driver for service quality
improvement.

SERVQUAL merupakan suatu metode yang diturunkan secara
empiris yang dapat digunakan oleh organisasi pelayanan untuk
meningkatkan  kualitas pelayanan. Metode ini  meliputi
pengembangan pemahaman mengenai kebutuhan layanan yang
dirasakan oleh pelanggan. Ini diukur dari persepsi kualitas layanan
bagi organisasi yang bersangkutan, kemudian dibandingkan
terhadap sebuah organisasi yang "sangat baik."  Analisis
kesenjangan yang dihasilkan kemudian dapat digunakan sebagai
panduan untuk peningkatan kualitas layanan (Hardiyansyah, 2018:
55-56).

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry membagi 5 dimensi yaitu dimensi
SERVQUAL (kualitas pelayanan) sebagai berikut:

a. Tangibles (berwujud) meliputi fasilitas fisik, peralatan, personil
dan komunikasi.

b. Reliability (kehandalan), yaitu kemampuan unit pelayanan
dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat.

c. Responsiveness (tanggap), Yyaitu kemauan untuk membantu
konsumen bertanggungjawab terhadap mutu layanan yang
diberikan.

d. Assurance (jaminan), vyaitu kemampuan, kesopanan, dan
kemampuan yang dimiliki oleh para karyawan untuk
menyampaikan kepercayaan dan keyakinan.
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e. Empathy (empati), vyaitu kemudahan dalam melakukan
hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan
memahami kebutuhan pelanggan (Hardiyansyah, 2018: 57).

Masing-masing dimensi memiliki indikator-indikator sebagai berikut:

Dimensi tangible (berwujud), terdiri atas indikator:
Penampilan Petugas/aparatur dalam melayani pelanggan
Kenyamanan tempat melakukan pelayanan

Kemudahan dalam proses pelayanan

Kedisiplinan petugas/aparatur dalam melakukan pelayanan
Kemudahan akses pelanggan dalam permohonan pelayanan
Penggunaan alat bantu dalam pelayanan

ogakrwdE

Dimensi reliability (kehandalan), terdiri atas indikator:

1. Kecermatan petugas dalam melayani pelanggan

2. Memiliki standar pelayanan yang jelas

3. Kemampuan petugas/aparatur dalam menggunakan alat bantu
dalam proses pelayanan

4. Keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu dalam proses
pelayanan

Dimensi  responsiviness  (respon/ketanggapan), terdiri  atas
indikator:

1. Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan
pelayanan

Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat
Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat
Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat
Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat
Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas

S

Dimensi assurance (jaminan), terdiri atas indikator:

1. Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan

2. Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan

3. Petugas memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan

4. Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan

Dimensi empathy (empati), terdiri atas indikator:

1. Mendahulukan kepentingan pemohon/pelanggan

2. Petugas melayani dengan sikap ramah

3. Petugas melayani dengan sikap sopan santun

4. Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membeda-
bedakan)

5. Petugas melayani dan menghargai setiap pelanggan
(Hardiyansyah, 2018: 63-64).
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Pendapat lain dikemukakan oleh Salim & Woodward. Menurutnya,
dimensi kualitas pelayanan publik terdiri dari economy, eficiency,
efectiveness, dan equity.

a. Economy atau ekonomis adalah penggunaan sumberdaya yang
sesedikit mungkin dalam proses penyelenggaraan pelayanan
publik.

b. Eficiency atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan
tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran
dalam suatu penyelenggaraan pelayanan publik.

c. Efectiveness atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang
telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka
panjang maupun misi organisasi.

d. Equity atau keadilan adalah pelayanan publik yang
diselenggarakan ~ dengan memperhatikan aspek-aspek
kemerataan (Hardiyansyah, 2018: 71-72).

C. Tinjauan Tentang Jarak
Jarak adalah ukuran jauh dekatnya satu tempat dengan tempat yang lain dan
biasanya diukur dengan satuan meter. Jarak menjadi salah satu faktor yang
mendukung masyarakat untuk memperoleh pelayanan, seperti yang
diungkapkan oleh Suharyono bahwa:

Jarak berkaitan erat dengan lokasi dan upaya pemenuhan kebutuhan
atau keperluan pokok kehidupan (air, tanah subur, pusat pelayanan),
pengangkutan barang dan penumpang. Oleh karena itu jarak tidak
hanya dinyatakan dengan ukuran jarak lurus di udara yang mudah
diukur pada peta (dengan memperlihatkan skala peta), tetapi dapat
pula dinyatakan sebagai jarak tempuh baik yang dikaitkan dengan
waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan
(Suharyono, 2013: 37).
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Point ke tiga dalam teori land rest mendukung asumsi peneliti bahwa jarak

menjadi salah satu faktor yang penting, seperti yang dipaparkan dalam teori

berikut:

Teori yang terkait dengan pengembangan berbasis wilayah adalah
teori land rent atau teori sewa lahan yang dikembangkan oleh
Ricardo, yang menyebutkan bahwa:

1. Kota hanya mempunyai satu pusat

2. Kota terletak pada daerah yang datar/dataran (flat feautre less
plant)

3. Ongkos transportasi sesuai dengan jarak untuk ditempuh ke segala
arah, biaya transportasi menuju ke pusat kota meningkat apabila
jaraknya makin jauh dari pusat kota. Pusat kota dianggap sebagai
daerah yang mempunyai derajat dan ketergantungan yang paling
tinggi, makin ke luar makin rendah derajat aksesibilitasnya

4. Setiap jengkal lahan akan dijual kepada penawar tertinggi
(Setiyanto, 2012: 66).

D. Tinjauan Tentang Manajemen

1.

Konsep Manajemen

George R. Terry mendefinisikan manajemen adalah melakukan
pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan
mempergunakan bantuan orang lain (Sulistiyani, 2009: 8). Manajemen
menurut Hasibuan adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses
pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara

efektif dan efesien untuk mencapai tujuan tertentu (Torang, 2013: 165).

John D. Millet menyatakan manajemen adalah proses pembimbingan dan
pemberian fasilitas terhadap pekerjaan orang-orang yang terorganisir
dalam kelompok formil untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki

(Sukarna, 2011: 2). Sejalan dengan pendapat tersebut, Miller menyatakan
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bahwa manajemen adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan
bagi orang-orang yang terorganisir secara formal sebagai kelompok

untuk memperoleh tujuan yang diinginkan (Torang, 2013:166).

Fungsi Manajemen

George R. Terry membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu planning
(perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan)
dan controlling (pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat

dengan POAC, sebagai berikut:

a. Planning (Perencanaan)
George R. Terry mengemukakan tentang planning sebagai berikut,
yaitu:
“Planning is the selecting and relating of facts and the making
and using of assumptions regarding the future in the
visualization and formulation to proposed of proposed
activation believed necesarry to accieve desired result”.
“...Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan
fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-
perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang
dengan jalan menggambarkan dan merumuskan Kkegiatan-
kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
(Sukarna, 2011: 10).
b. Organizing (Pengorganisasian)
Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan
yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-
masing unit. George R. Terry mengemukakan tentang organizing

sebagai berikut, yaitu
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“Organizing is the determining, grouping and arranging of the
various activities needed necessary forthe attainment of the
objectives, the assigning of the people to thesen activities, the
providing of suitable physical factors of enviroment and the
indicating of the relative authority delegated to each respectives
activity.

“..Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan
penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk
mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap
kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok
bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang,
yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya

dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan (Sukarna,
2011: 38).

c. Actuating (Pelaksanaan/Penggerakan)
George R. Terry mengatakan bahwa:
“Actuating is setting all members of the group to want to
achieve and to strike to achieve the objective willingly and
keeping with the managerial planning and organizing efforts.
“...Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong
semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan
berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas
serta  serasi dengan  perencanaan dan  usaha-usaha
pengorganisasian dari pihak pimpinan (Sukarna, 2011: 82).
Definisi diatas terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung
kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen,
mulai dari tingkat atas, menengah sampai kebawah. Segala
kegiatan harus terarah kepada sasarannya, mengingat kegiatan yang
tidak terarah kepada sasarannya hanyalah merupakan pemborosan
terhadap tenaga kerja, uang, waktu dan materi atau dengan kata lain

merupakan pemborosan terhadap tools of management. Hal ini sudah

barang tentu merupakan mis-management.
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Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada planning dan
organizing yang baik, melainkan juga tergantung pada penggerakan
dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah
merupakan landasan yang kuat untuk adanya penggerakan yang
terarah kepada sasaran yang dituju. Penggerakan tanpa planning
tidak akan berjalan efektif karena dalam perencanaan itulah
ditentukan tujuan, budget, standard, metode Kkerja, prosedur dan

program (Sukarna, 2011: 82-83).

. Controlling (Pengawasan)

Control mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali
dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji
apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Walaupun
planning, organizing, actuating baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja
tidak teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan
tidak akan tercapai. Dengan demikian control mempunyai fungsi
untuk mengawasi segala kegaiatan agar tertuju kepada sasarannya,

sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Melengkapi pengertian diatas, George R. Terry mengemukakan
bahwa controlling, yaitu:

Controlling can be defined as the process of determining what is
to accomplished, that is the standard, what is being
accomplished. That is the performance, evaluating the
performance, and if the necessary applying corrective measure
so that performance takes place according to plans, that is
conformity with the standard.
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“...Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa
yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan
yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu
melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai
dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran)
(Sukarna, 2011: 110).

Tinjauan Tentang Administrasi Kependudukan
Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh
Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti
autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil.
Menurut Pasolong pelayanan administratif adalah jenis pelayanan
yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian,
pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya
yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen,
misalnya sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi, keterangan, dan lain-lain
(Lestari, 2016: 4).
Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi Kependudukan, pengertian administrasi kependudukan
adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan
dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan
serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain.
Setiap penduduk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa
penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana. Sebab, setiap kejadian
atau peristiwa penting yang dialami akan membawa akibat terhadap
penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan atau surat keterangan
kependudukan lain yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, atau

status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
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Dokumen Kependudukan pada dasarnya meliputi :

a. Biodata Penduduk

b. Kartu Keluarga (KK)

c. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

d. Surat Keterangan Kependudukan

e. Akta Pencatatan Sipil (Sugiyatno, 2017: 72-73).

Kutipan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terdiri atas kutipan akta:

Kelahiran
Kematian
Perkawinan
Perceraian
Pengakuan anak
Pengesahan anak.

mo o0 o

Konsep Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa
kelahiran seseorang. Jika seorang anak belum mempunyai akta kelahiran
maka secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal
ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah
dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Akta
kelahiran adalah bentuk identitas seseorang, melalui akta kelahiran,
seseorang akan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dan diberi Nomor
Induk Kependudukan (NIK) yang nantinya dijadikan dasar untuk

memperoleh pelayanan publik lainnya (Mahardhika, 2016: 2).

Undang-Undang RI tentang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun
2006 pasal 27 ayat 1 menuliskan setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh

penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa
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kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diperbaharui ke
dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan.

Perubahan peraturan akta kelahiran dalam UU ini adalah semula
penerbitan akta kelahiran memerlukan penetapan Pengadilan Negeri dan
telah diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten/Kota. Pelaporan kelahiran yang melampaui batas
waktu 60 hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta
kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi

Pelaksana setempat.

Manfaat atau arti penting dari kepemilikan akta kelahiran, yakni sebagai
berikut :

1. Menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang
yang menjadi warganya

2. Sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun
anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan
perlindungan anak

3. Bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang
dimiliki anak

4. Bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris
dari orangtuanya

5. Mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak
kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan
eksploitasi seksual (Sutrisno, 2016: 471-472).
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Kegunaaan akta kelahiran:

=

w

Syarat untuk sekolah bagi si anak

Membuat identitas lain, seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda
Penduduk, atau Paspor

Melamar pekerjaan dan menikah.

Untuk mengurus hukum keperdataan dan penetapan ahli waris,
serta sebagai kepentingan administrasi publik lainnya (Putri,
2018: 3-4).

Konsep Akta Kematian

Akta kematian adalah sebagai pembuktian kematian seseorang. Undang-

Undang RI tentang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013

Pasal 44 dan 49 menuliskan bahwa jangka waktu pendaftaran paling

lambat adalah 30 hari kerja sejak meninggal dunia, kecuali bagi warga

negara Indonesia di luar wilayah Indonesia ialah 7 hari kerja setelah

kematian.

Kegunaan akta kematian yaitu:

1.

w

Untuk persyaratan pengurusan pembagian waris, baik bagi istri
atau suami maupun anak

Bagi janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan
sebagai syarat dalam menikah lagi

Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya

Untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen,
Asuransi dan lain sebagainya

Bagi pemerintah dengan pencatatan kematian diperoleh statistik
peristiwva yang dapat digunakan untuk kepentingan pemantauan
penyebab kematian, umur harapan hidup, serta penetapan
kebijakan pembagunan lainnya (Lituhayu, 2017: 3).
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Kerangka Pikir

Ombudsman Republik Indonesia melakukan Penilaian Kepatuhan
Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
pada periode Mei-Juli 2017. Berdasarkan hasil penilaian tersebut
Ombudsman RI menetapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pringsewu
memiliki tingkat pelayanan publik terendah dari lima Pemerintah Kabupaten
yang terpilih sebagai obyek penilaian di Provinsi Lampung. Pemerintah

Kabupaten Pringsewu masuk dalam zona merah dengan nilai sebesar 13,07.

Pelayanan pembuatan akta kelahiran dan kematian belum terlaksana dengan
maksimal di Kabupaten Pringsewu. Hal ini dapat dilihat pada capaian
kepemilikan akta kelahiran dan kematian yang belum merata secara
maksimal di setiap kecamatan. Kabupaten Pringsewu pada tahun 2017
terdapat 122 penduduk yang meninggal dunia serta 16.935 anak usia 0-18
tahun yang belum mencatatkan kematian dan kelahiran. Kecamatan
Ambarawa merupakan kecamatan dengan jumlah kepemilikan akta
kelahiran paling sedikit dibandingkan kecamatan lain sebanyak 1.17% dari
10,987 anak usia 0-18 tahun. Kecamatan Gadingrejo merupakan kecamatan
dengan jumlah kepemilikan akta kematian paling sedikit dibandingkan

kecamatan lain sebanyak 55 akta.

Kabupaten Pringsewu memiliki 9 kecamatan yang memiliki persentase

capaian kepemilikan akta kelahiran dan kematian yang berbeda di setiap
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kecamatan. Penelitian ini menggunakan analisis studi komparatif mengenai
pelayanan akta kelahiran dan kematian yang diberikan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu kepada masyarakat

yang berdomisili di 5 kecamatan.

Peneliti mengklasifikasikan 4 kecamatan yang menjadi domisili sampel
penelitian dalam mengukur kualitas pelayanan akta kelahiran yaitu
Kecamatan Pringsewu, Sukoharjo, Adiluwih, dan Pagelaran sebanyak 8
orang informan. Peneliti juga mengklasifikasikan 4 kecamatan yang menjadi
domisili sampel penelitian dalam mengukur kualitas pelayanan akta
kematian yaitu Kecamatan Pringsewu, Gadingrejo, Adiluwih, dan Pagelaran
sebanyak 8 orang informan. Kelima kecamatan ini dipilih dengan syarat
jauh atau dekat jarak dari pusat kota dan tinggi atau rendahnya persentase

kepemilikan akta kelahiran maupun akta kematian.

Peneliti memfokuskan masalah penelitian pada kualitas pelayanan
administrasi kependudukan dalam aspek pelayanan pencatatan akta
kelahiran dan kematian yang diukur melalui lima dimensi menurut
Parasuraman, Zeithaml, dan Berry yaitu sebagai berikut:

a. Tangibles (berwujud) meliputi fasilitas fisik, peralatan, personil
dan komunikasi.

b. Reliability (kehandalan), yaitu kemampuan unit pelayanan dalam
menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat.

c. Responsiveness (tanggap), Yaitu kemauan untuk membantu
konsumen bertanggungjawab terhadap mutu layanan yang

diberikan.
d. Assurance (jaminan), vyaitu kemampuan, kesopanan, dan
kemampuan yang dimiliki oleh para karyawan untuk

menyampaikan kepercayaan dan keyakinan.
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e. Empathy (empati), yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan,
komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan
pelanggan (Hardiyansyah, 2018: 57).

Pelaksanaan manajemen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Pringsewu dalam melayani masyarakat berdasarkan empat komponen

POAC menurut George R. Terry, yaitu planning, organizing, actuacting dan

controlling, sebagai berikut:

a.

Planning (Perencanaan)

George R. Terry mengemukakan tentang Planning sebagai berikut,

yaitu:

Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta-
fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau
asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan
menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang
diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Sukarna,
2011: 10).

Organizing (Pengorganisasian)

George R. Terry mengemukakan tentang organizing sebagai berikut,

yaitu

Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan
penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk
mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap
kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok
bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang,
yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya
dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan (Sukarna,
2011: 38).
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c. Actuating (Pelaksanaan/Penggerakan)
George R. Terry mengatakan bahwa:
Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua
anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha
dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi
dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari
pihak pimpinan (Sukarna, 2011: 82).
d. Controlling (Pengawasan)
George R. Terry mengemukakan bahwa Controlling, yaitu:
Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa
yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan
yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu
melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai

dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran)
(Sukarna, 2011: 110).

Apabila pelayanan akta kelahiran dan kematian diukur menggunakan lima
indikator tersebut menunjukkan hasil yang baik, maka dapat dikatakan
bahwa pelayanan yang diberikan berkualitas dan begitu juga sebaliknya.
Apabila dalam menilai pegawai pelayanan menggunakan fungsi
manajemen, menunjukkan hasil yang baik, maka dapat dikatakan bahwa
pelayanan yang diberikan pegawai sudah baik dan begitu juga sebaliknya.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan kerangka pikir sebagai

berikut:



Rapor Merah Tingkat Kepatuhan
Pelayanan Publik Pemerintah
Kabupaten Pringsewu oleh
Ombudsman RI

y

Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Pringsewu

Pelayanan Pencatatan
Akta Kelahiran

Pelayanan Pencatatan
Akta Kematian

\ 4

Kualitas Layanan

A

Manajemen
Pemerintah

Masyarakat

Fungsi manajemen oleh
G. R. Terry (Sukarna,
2011: 10)

Planning
Organizing
Actuating
Controlling

PN E

Indikator kualitas layanan
oleh Parasuraman dkk
(Hardiyansyah, 2018: 57)

Tangibles
Reliability
Responsiveness
Assurance
Empathy

oo

Gambar 1. Kerangka Pikir
Sumber: Diolah Peneliti, 2018
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I11.  METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat komparasi atau dalam bahasa
Inggris comparation yaitu perbandingan. Tipe penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah komparatif deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Pertimbangan peneliti menggunakan metode kualitatif ini adalah
masalah yang diangkat lebih kompleks sehingga diperlukan metode kualitatif
guna memberikan rincian lebih detail dan mendeskripsikan kejadian-kejadian

empiris.

Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif didefinisikan sebagai prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2011: 4).
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data-data yang
dikumpulkan di lapangan adalah data-data yang berbentuk kata atau prilaku,
kalimat dan gambar alamiah, manusia sebagai instrumen. Kemudian data-data
tersebut digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena sosial

yang diteliti.
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Cooper dan Emory mengatakan bahwa penelitian deskriptif menuntut
kemampuan yang tinggi yang lebih ideal dibanding penelitian penjelasan dan
menuntut standar yang sama tingginya, baik menyangkut desain maupun
pelaksanaannya (Silalahi, 2009: 30). Mayer dan Greenwood membedakan
dua jenis deskripsi, yakni deskripsi kualitatif dan deskripsi kuantitatif.
Deskripsi kualitatif mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan
atau karakteristik manusia, benda, atau peristiwa (Silalahi, 2009: 27).
Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua
gejala atau lebih. Penelitian komparatif dapat berupa komparatif
deskriptif (descriptive-comparative) maupun komparatif korelasional
(correlation-comparative). Komparatif deskriptif membandingkan
variabel yang sama untuk sampel yang berbeda. Komparatif deskriptif
juga dapat digunakan untuk membandingkan variabel yang berbeda
untuk sampel yang sama. Perbandingan korelasional juga bisa dengan
variabel yang berbeda dalam hubungan dengan variabel yang sama.
Selain itu, perbandingan korelasional pun bisa dengan membandingkan
korelasi variabel yang sama untuk sampel yang berbeda (Silalahi,
2009:35).
Dengan demikian penelitian ini ditekankan pada metode kualitatif komparatif
deskriptif yang menekankan proses penelitian dari pada hasil penelitian
sehingga bukan kebenaran mutlak yang dicari tetapi pemahaman yang
mendalam tentang komparasi kualitas pelayanan administrasi pencatatan akta
kelahiran dan kematian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Pringsewu melalui proses wawancara kepada aktor-aktor yang

terkait serta data-data yang diperoleh.
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B. Fokus Penelitian
Moleong menyatakan bahwa fokus dalam penelitian kualitatif merupakan
pilihan masalah yang dijadikan pusat perhatian atau sasaran orientasi kajian
(M.A Ibrahim, 2015: 31). Penelitian ini menggunakan analisis studi
komparatif mengenai pelayanan akta kelahiran dan kematian yang diberikan
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu kepada
masyarakat yang berdomisili di 5 kecamatan, antara lain Kecamatan
Pringsewu, Adiluwih, Gadingrejo, Sukoharjo, dan Pagelaran. Kelima
kecamatan ini dipilih dengan menekankan aspek jauh atau dekat jarak dari
pusat kota dan tinggi atau rendahnya persentase kepemilikan akta kelahiran

maupun akta kematian.

Peneliti memfokuskan masalah penelitian pada kualitas pelayanan

administrasi kependudukan dalam aspek pelayanan pembuatan akta kelahiran

dan kematian, melalui lima dimensi menurut Parasuraman, Zeithaml, dan

Berry sebagai ruang lingkup penelitian antara lain tangible, reliability,

responsiveness, assurance, dan empathy dengan indikator sebagai berikut:

a. Tangibles (berwujud) meliputi fasilitas fisik, peralatan, personil dan
komunikasi.

b. Reliability (kehandalan), yaitu kemampuan unit pelayanan dalam
menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat.

c. Responsiveness (tanggap), yaitu kemauan untuk membantu konsumen

bertanggungjawab terhadap mutu layanan yang diberikan.
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d. Assurance (jaminan), yaitu kemampuan, kesopanan, dan kemampuan
yang dimiliki oleh para karyawan untuk menyampaikan kepercayaan dan
keyakinan.

e. Empathy, yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi
yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan pelanggan

(Hardiyansyah, 2018: 57).

Indikator dari dimensi kualitas pelayanan yang sesuai dengan masalah

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Indikator dari Dimensi Kualitas Pelayanan

Dimensi Kualitas

No Indikator
Pelayanan
1. Kenyamanan tempat dan penggunaan alat bantu dalam
. pelayanan
1 Tangibles 2.  Penampilan Petugas/aparatur dalam melayani
pelanggan

1. Kemampuan petugas/aparatur dalam menggunakan
2 Reliability alat bantu dalam proses pelayanan
2. Memiliki standar pelayanan yang jelas

1. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat,
3 Responsiveness tepat dan cermat
2. Semua keluhan direspon oleh petugas

1. Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam

4 Assurance pelayanan
2. Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan

1. Petugas melayani dengan tidak diskriminatif
(membeda- bedakan)

2. Petugas melayani dengan sikap ramah, sopan dan
santun

5 Empathy

Sumber: Diolah Peneliti, 2018
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Pelaksanaan manajemen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Pringsewu dalam melayani masyarakat berdasarkan empat komponen POAC,

oleh George R Terry yaitu planning, organizing, actuacting dan controlling

(Sukarna, 2011: 10). Fungsi-fungsi tersebut meliputi :

1.

Planning (Perencanaan)

Merupakan salah satu fungsi pokok manajemen Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu dan bersifat mutlak bagi
pelaksanaan manajemen bagi program kerja, sumberdaya manusia,
sarana dan prasarana dan dukungan kebijakan untuk membuat suatu

perencanaan yang baik.

Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian (organizing), bagaimanapun baiknya perencanaan yang
disusun oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Pringsewu, tetapi bila pelaksanaannya tanpa terorganisasi dengan baik,
maka perencanaan tersebut tidak akan dapat mencapai sasaran yang
ditentukan, oleh karena itu organizing umumnya diakui sebagai fungsi
manajemen pokok kedua. Kemudian pengorganisasian juga diperlukan
untuk mengharmonisasikan kelompok kerja yang terdiri dari bermacam-
macam orang yang berbeda dan mempertemukan macam-macam
kepentingan untuk dapat mengerahkan seluruh kemampuan dan
kepentingan kelompok yang berbeda tersebut, serta juga memanfaatkan

sarana dan prasarana dalam melayani masyarakat.
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3. Actuating (Penggerakan)
Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak
diikuti dengan pelaksanaan kerja organisasi yang bertanggung jawab.
Semua sumber daya manusia (SDM) yang ada harus dioptimalkan untuk
mencapai visi, misi dan program kerja Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Pringsewu. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan

rencana kerja yang telah disusun.

Setiap pelaku organisasi harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan
peran, keahlian dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai
visi, misi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. Inti dari
actuating adalah menggerakkan semua anggota Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu untuk bekerja agar mencapai
tujuan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu itu

sendiri.

4. Controlling (Pengendali/Pengawasan)
Controlling bukan hanya sekedar mengendalikan pelaksanaan program
dan SDM, mengelola sarana dan prasarana serta aktivitas lainnya, namun
juga mengawasi sehingga bila perlu dapat mengadakan koreksi. Dengan
demikian apa yang dilakukan staff dapat diarahkan kejalan yang tepat
dengan maksud pencapaian tujuan Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Pringsewu yang telah direncanakan. Inti dari controlling

adalah proses memastikan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana.
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C. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian merupakan tempat untuk diadakan suatu penelitian guna
mendapatkan data-data yang dibutuhkan secara akurat. Lokasi penelitian yang
peniliti pilih di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu.
Letaknya berada di Jalan Jogyakarta, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten
Pringsewu. Pemilihan ini didasarkan dengan alasan, Dinas ini memiliki
keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti di Kabupaten

Pringsewu.

Lokasi lain yang diambil dalam penelitian ini yaitu Kecamatan Pringsewu,
Sukoharjo, Adiluwih, Gadingrejo, dan Pagelaran, dengan mengambil
masyarakat sebagai sampel yang berdomisili di 5 kecamatan tersebut. Kelima
kecamatan ini dipilih dengan syarat jauh atau dekat jaraknya dari pusat kota,
dan tinggi atau rendahnya persentase kepemilikan akta kelahiran maupun akta

kematian.

D. Jenis Data
Penelitian ini perlu didukung dengan adanya data yang akurat dan lengkap.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya yaitu:
a. Data Primer, yaitu suatu objek atau dokumen original material mentah dari
pelaku yang disebut “first hand information”. Data primer dalam
penelitian ini yaitu berupa perolehan dari hasil observasi, dokumen dan

hasil wawancara dari berbagai sumber yaitu aparat Dinas Kependudukan
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dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu dan masyarakat yang mengajukan
pelayanan akta kelahiran serta akta kematian.

b. Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari
sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data
sekunder dapat berupa naskah, jurnal, artikel-artikel di media cetak seperti
koran dan majalah, harian/ surat kabar online dan sumber-sumber lainnya
yang relevan dengan penelitian (Silalahi, 2009: 289-291). Data sekunder

penelitian ini adalah dokumen dan foto-foto yang diperoleh dari penelitian.

Informan

Menurut Suyanto Bagong dan Sutinah yang dimaksud dengan informan
adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses
penelitian (Bagong, 2007: 171-172). Moleong menyatakan bahwa informan
adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang latar
penelitian (Moleong, 2011: 15). Teknik yang digunakan dalam pengambilan
sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling. Menurut Sugiyono,
purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan
pertimbangan tertentu dengan memilih orang yang dianggap paling tahu

tentang apa yang kita harapkan (Sugiyono, 2012: 208).
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Pertimbangan dan kriteria untuk informan dijelaskan sebagai berikut:

1. Informan merupakan subjek telah lama dan intensif menyatu
dengan kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau
perhatian penelitian.

2. Informan merupakan subjek yang masih aktif pada lingkungan atau
kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian.

3. Informan merupakan subjek yang dalam memberikan informasi tidak

cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu (Sugiyono, 2014:
216).

Informan dalam penelitian ini berdasarkan purposive sampling dapat dilihat

sebagai berikut:

Tabel 10. Informan Penelitian

No Nama Kelompok Informan Keterangan

1 Hasan Basri, Kepala D_in_as Kependudukan dan

SE, MM Catatan Sipil
2 | Hayati, SH Dinas Kependudukan dan ﬁgﬁgzttaart;snli)slir;)a;ls Fependuduican dan
3 Arini Hidayati, Catatan Sipil Seksi Perubahan Status Anak_,
SH Pewarganegaraan dan Kematian

4 Ezdki:zgn, SE Seksi Kelahiran

5 | Susindah Masyarakat Kecamatan Pringsewu
6 | Priyatno Masyarakat Kecamatan Pringsewu
7 IK/?;?sZroh Masyarakat Kecamatan Sukoharjo
8 | Sulastri Informan Akta Kelahiran | Masyarakat Kecamatan Sukoharjo
9 | Sumiyati Masyarakat Kecamatan Pagelaran
10 | Fitriyani Masyarakat Kecamatan Pagelaran
11 | Maryono Adi Masyarakat Kecamatan Adiluwih
12 | Watini Masyarakat Kecamatan Adiluwih
13 | Cici Maysaroh Masyarakat Kecamatan Pringsewu
14 | Saryati Masyarakat Kecamatan Pringsewu
15 | Ratiman Masyarakat Kecamatan Gadingrejo
16 | Turini . Masyarakat Kecamatan Gadingrejo

- Informan Akta Kematian

17 | Sumardi Masyarakat Kecamatan Pagelaran
18 | Maryono Masyarakat Kecamatan Pagelaran
19 | Joko Stiono Masyarakat Kecamatan Adiluwih
20 | Siti Nuraini Masyarakat Kecamatan Adiluwih

Sumber: Diolah Peneliti, 2019
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Alasan menentukan empat aparat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Pringsewu sebagai informan karena sesuai menjadi informan yang
mengetahui dan memahami pelayanan akta kelahiran dan kematian serta jelas
terkait dengan data yang dibutuhkan. Kelima kecamatan tersebut dipilih
dengan syarat jauh atau dekat jarak dari pusat kota, dan tinggi atau rendahnya
persentase kepemilikan akta kelahiran maupun akta kematian. Alasan
menentukan masyarakat tersebut sebagai informan agar peneliti mengetahui
pandangan atau respon masyarakat terhadap kualitas pelayanan akta kelahiran
dan kematian, sehingga dapat memberikan informasi secara akurat mengenai

apa yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan untuk
mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empiris (Silalahi,
2009: 291). Peneliti dalam penelitian kualitatif mempunyai peran yang sangat
kompleks yaitu sebagai perencana, pelaksana pengumpul data, analisis,
penafsir data dan pada akhirnya ia memberikan laporan hasil penelitian

(Moleong 2011: 168).
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Pada tahap ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai

berikut:

1. Wawancara
Wawancara Mendalam (in-depth interview) adalah suatu cara
mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka
dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang
topik yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan
berulang-ulang (Bungin, 2011: 157-158). Peneliti mewawancarai langsung
informan penelitian dengan berbagai pertanyaan mengenai indikator

kualitas pelayanan dan fungsi manajemen.

Kegiatan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan berbagai

informan dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 11. Wawancara

No Informan Waktu

Kepala Dinas i
1 SKigﬁendudukan dan Catatan gdiﬂrggéglfow WIB
, | Sekretaris Dinas ~ | 15 Januari 2019

Kependudukan dan Catatan Sipil | Pukul: 10.08-10.30 WIB
3 | Seksi Perubahan Status Anak, 15 Januari 2019

Pewarganegaraan dan Kematian | Pukul 12.06-12.30 WIB
4 | Seksi Kelahiran ?,jﬁﬂrigiglfoﬁ WIB
5 | Susindah Iial;]j nuc?s;fozgo-(l)g.m WIB
6 | Priyatno glflflﬂrﬁrggollfso wiB
7 | Fatma Maysaroh ﬁilﬁj Fﬁgéo—lis.oo wIB
o oo S
9 | Sumiyati ﬁilﬁj Fﬁif'zﬁf’fﬁoo wIB
10 | Fitriyani Effﬁrﬁ?ééofgso wiB
11 | Maryono Adi E’ﬁlﬂj Figfilé?llis WIB
12 | Watini gﬁlﬂj Fiif:)i?lliso WIB
13 | Cici Maysaroh E’ilﬂj Fméf’f&so WIB
14 | Saryati ?’ﬁlﬂj Fﬁ%gms
15 | Ratiman g?njj Fggf;sé?ll(?so WIB
16 | Turini igdﬁrig“ziollfoo WIB
17 | Sumardi ?53133 Figg)é?llsgso wiB
15 | v o wne
19 | Joko Stiono Iiiljj Fliggé?llgoo WIB
20 | Siti Nuraini ﬁﬁ;ffj‘ Fiiﬁ;i?llsgoo WIB

Sumber: Diolah Peneliti, 2019
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2. Observasi adalah  kemampuan seseorang untuk  menggunakan

pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan
pancaindra lainnya (Bungin, 2014: 118). Observasi digunakan untuk
mendapatkan data hasil pengamatan yang bisa dilakukan terhadap sesuatu
benda, keadaan, kondisi, situasi, kegiatan, proses, atau penampilan tingkah

laku seseorang (Faisal, 2007: 135).

Adapun observasi yang peneliti lakukan yaitu mengamati pegawai yang
melayani masyarakat serta kondisi ruang tunggu pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu dalam
memberikan pelayanan pencatatan akta kelahiran dan kematian. Observasi
yang peneliti lakukan lainnya adalah memperhatikan karakteristik
informan masyarakat seperti pengetahuan, kelengkapan berkas dan
kemampuan dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang

peneliti ajukan.

. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen
bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari
seseorang (Sugiyono, 2012: 240). Dokumentasi dalam penelitian ini,
dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dan teknik dalam
pengumpulan data. Teknik ini digunakan untuk menghimpun berbagai data
sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-
dokumen tertulis yang berkaitan dengan pelayanan publik yang diberikan

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu seperti
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catatan, literatur, hasil penelitian, media masa, Peraturan Daerah,

Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, dan sebagainya.

G. Teknik Pengolahan Data

Menurut Ibrahim suatu teknik pengelolaan data memberikan penjelasan

bahwa data yang telah dikumpulkan dari lapangan sebelum disajikan terlebih

dahulu diolah dengan beberapa tahapan yaitu:

1. Editing adalah proses mengecek kebenaran data, menyesuaikan data untuk
memudahkan proses seleksi data. Teknik editing dalam penelitian ini
dilakukan dengan cara menyalin ulang hasil wawancara dengan dokumen
yang berkaitan dengan pelayanan pencatatan akta kelahiran dan kematian,
data yang dianggap tidak relevan akan dibuang, dan yang akan diproses
merupakan data yang relevan dengan fokus penelitian.

2. Interprestasi data adalah memberikan interprestasi berbagai data yang
diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan interprestasi
dilakukan dengan menguraikan jawaban informan dalam bentuk
deskriptif. Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang
melalui tahap editing sesuai dengan fokus penelitian (MA Ibrahim, 2015:

101).

H. Teknik Analisis
Analisis data kualitatif menurut Patton adalah suatu proses mengatur urutan
data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian

dasar, hingga proses penafsiran. Penafsiran dimaksud yaitu memberikan arti
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yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari
hubungan diantara dimensi-dimensi uraian (MA Ibrahim, 2015: 105).
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori,
menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam
pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari dan
membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri
maupun orang lain (Sugiyono, 2010: 244).
Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai
tuntas, hingga datanya jenuh (Sugiyono, 2014: 246). Aktivitas tersebut
terbagi dalam tiga bagian besar yaitu:
a. Reduksi Data (Data Reduction)
Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan
kecerdasan, keluasaan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi
data sama dengan merangkum, pemilihan hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya.
Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas,

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2014: 247).

b. Penyajian Data (Data Display)
Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan
antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Miles dan Huberman
menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data

dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan



61

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang
terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah

dipahami tersebut (Sugiyono, 2014: 249).

Pada penelitian ini, secara teknis data-data yang telah diorganisir kedalam
matriks analisis data akan disajikan kedalam bentuk teks naratif, gambar,
tabel, dan bagan. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil
temuan dalam wawancara terhadap informasi serta menghadirkan

dokumen sebagai penunjang data.

. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusoin Drawing/Verification)

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus
sepanjang proses penelitian berlangsung sejak awal memasuki lokasi
penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk
menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang
sering timbul, yang kemudian dituangkan dalam kesimpulan (Sugiyono,

2010: 244).

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan
berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada
tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2014: 252). Penarikan
kesimpulan pada penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan
analisis dari berbagai hasil wawancara dan dokumen yang berhubungan
dengan pelayanan akta kelahiran dan kematian di Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu.
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1. Metode Analisis Data
Istilah non-parametrik pertama kali digunakan oleh Wolfowitz, pada tahun
1942. Metode statistik non-parametrik merupakan metode statistik yang
dapat digunakan dengan mengabaikan asumsi-asumsi yang melandasi
penggunaan metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan
distribusi normal. Istilah lain yang sering digunakan untuk statistik non-
parametrik adalah statistik bebas distribusi (distribution free statistics) dan
uji bebas asumsi (assumption-free test). Statistik non-parametrik banyak

digunakan pada penelitian-penelitian sosial.

Data yang diperoleh dalam penelitian sosial pada umumnya berbentuk
kategori atau berbentuk rangking. Uji statistik non-parametrik ialah suatu
uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai
sebaran data populasi. Statistik non-parametrik tidak mensyaratkan bentuk
sebaran parameter populasi berdistribusi normal. Statistik non-parametrik
dapat digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal atau
ordinal karena pada umumnya data berjenis nominal dan ordinal tidak
menyebar normal. Dari segi jumlah data, pada umumnya statistik

nonparametrik digunakan untuk data berjumlah kecil (n <30).

2. Uji Tanda (Sign Test)
Uji tanda digunakan untuk melihat perbedaan penilaian yang dilakukan
oleh dua pihak yang saling berhubungan dan menggunakan skala ordinal
(Mardikanto, 2010: 236). Penelitian ini adalah penelitian komparatif

kualitatif, namun peneliti menambahkan analisis data secara kuantitatif
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dengan tujuan untuk memperjelas serta menggambarkan apakah jarak dan

capaian kepemilikan akta kelahiran akan menentukan penilaian

masyarakat terhadap kualitas pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Pringsewu.

a. Kuantifikasi Data
Pemberian nilai terhadap jawaban yang diperoleh peneliti dalam
wawancara dilakukan sebagai bentuk kuantifikasi data. Penilaian yang
dilakukan menggunakan skala ordinal, yang menunjukan perbedaan
penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Penilaian yang
diberikan didukung dengan kemampuan observasi peneliti pada saat
melakukan wawancara dengan informan, serta membandingkan dengan
jawaban informan lainya untuk memperoleh tingkatan nilai yang akan

diberikan terhadap jawaban informan.

b. Tahapan Pengolahan Data dengan Uji Tanda

Uji tanda adalah uji sederhana yang dilakukan untuk melihat hubungan

antara dua variabel, uji ini termasuk dalam pengujian statistik non

parametrik yang sesuai sebagai alat pengujian penelitian sosial.

Tahapan pengolahan data dengan uji tanda yang dilakukan peneliti

sebagai berikut :

1. Membandingkan nilai pasangan data yang tersedia serta memberikan
tanda (+) / (-), dalam hal ini peneliti akan memberikan tanda (+)
maupun (-) pada perbandingan data, sesuai dengan asumsi yang

akan di uji.
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2. Menghitung jumlah data yang diberikan tanda (+) dan (-), jumlah
tanda (+) merupakan nilai T.

3. Menentukan hipotesis

Dua Pihak Pihak Kiri Pihak Kanan
HO:P(+)=P(9) HO:P(H>P (") HO:P(H<P()
H1:P(+)#P () H1:P(+)<P(-) H1:P(+)>P(-)

Dalam penelitian ini pihak kanan digunakan sebagai dasar penentuan
hipotesis.
4. Menentukan nilai t pada tabel distribusi nominal, tabel yang

digunakan adalah tabel T / tabel koefisien binomial

n (o) | Ty | ) | () [ () | ) | ) | ()
0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 2 1 1 1 1 1 1
3 1 3 3 1 1 1 1 1
4 1 4 6 4 1 1 1 1
5 1 5 10 10 5 1 1 1
6 1 6 15 20 15 6 1 1
7 1 7 21 35 35 21 7 1
8 1 8 28 70 70 56 28 8

Definisi n adalah jumlah pasangan sampel (+) dan (-), sedangkan
(N4) adalah keseluruhan jumlah sampel.

5. Menentukan kriteria pengujian
HO diterima jika{ T <t, T<n-t}

HO ditolak jika { T>t, T> n—t}
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Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang menunjukkan kesahihan dan

keandalan menurut versi positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan

pengetahuan, Kkriteria, dan paradigmanya sendiri (Moleong, 2011: 321).

Sugiyono mengemukakan bahwa triangulasi dalam pengujian
kredibilitas ini dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai
sumber, berbagai teknik, dan berbagai waktu yaitu:

1.

Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data melalui
berbagai sumber data misalnya data dari sumber satu, sumber dua,
sumber tiga dan sebagainya.

Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah mengecek data melalui berbagai teknik
pengumpulan data misalnya hasil wawancara dengan observasi,
dengan dokumentasi dan sebagainya.

Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah mengecek data melalui analisis perbedaan
waktu pengumpulan data misalnya hasil wawancara pagi, siang,
malam, atau hasil observasi hari pertama, kedua, ketiga dan
sebagainya (MA Ibrahim, 2015: 130-131).

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi

sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber pada penelitian ini dengan

membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan. Triangulasi teknik

pada penelitian ini yaitu membandingkan data hasil observasi dengan data

hasil wawancara, data hasil wawancara dengan data dokumentasi atau data

dokumentasi dengan hasil observasi.



IV. GAMBARAN UMUM

A. Kabupaten Pringsewu
Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung
yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus. Kabupaten
Pringsewu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008
tanggal 26 November 2008 dan diresmikan pada tanggal 3 April 2009 oleh
Menteri Dalam Negeri. Secara geografis, terletak diantara 104045°25” —
10508°42” Bujur Timur (BT) dan 508°10”- 5034°27” Lintang Selatan (LS),
dengan luas wilayah dimiliki sekitar 625 km? yang hampir seluruhnya berupa
wilayah daratan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten

Pringsewu sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian.

Secara administratif Kabupaten Pringsewu berbatasan dengan 3 (tiga)

wilayah kabupaten sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan
Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan
Gedongtataan, Kecamatan Waylima dan Kecamatan Kedondong,

Kabupaten Pesawaran.
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c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulok dan Kecamatan
Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung dan Kecamatan Air

Naningan, Kabupaten Tanggamus.

Kabupaten Pringsewu merupakan daerah tropis, dengan rata-rata curah hujan
berkisar antara 161,8 mm/bulan, dan rata-rata jumlah hari hujan 13,1
hari/bulan. Rata-rata temperatur suhu berselang antara 22,90C-32,40C.
Kabupaten Pringsewu terdiri dari 9 (sembilan) wilayah kecamatan, dengan

rincian sebagai berikut :

Tabel 12. Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Pringsewu

Jarak dari Jumlah Luas

No. Kecamatan Ibu Kota Kecamatan | Pusat Kota Pekon/
(km?)

(km) Kelurahan

1 | Pardasuka Pardasuka 34 13 94,64
2 | Ambarawa Ambarawa 16 8 30,99
3 | Pagelaran Gumuk mas 30.9 22 72,47
4 | Pagelaran Utara | Fajar mulya 25 10 100,28
5 | Pringsewu Pringsewu 2.4 15 53,29
6 | Gadingrejo Gadingrejo 3.7 23 85,71
7 | Sukoharjo Sukoharjo 14 16 72,95
8 | Banyumas Banyumas 19 11 39,85
9 | Adiluwih Adiluwih 19 13 74,82
Jumlah 131 625,00

Sumber: Kabupaten Pringsewu Dalam Angka 2018

Berdasarkan tabel 12 tentang Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten
Pringsewu, dapat diketahui bahwa Kabupaten Pringsewu memiliki 131 pekon
dan 9 kecamatan. Berdasarkan UU Pembentukan Kabupaten Pringsewu,
jumlah penduduk Pringsewu pada tahun 2008 berjumlah 351.093 jiwa.
Penduduk Kabupaten Pringsewu terus mengalami peningkatan dan pada
tahun 2018 tercatat sebanyak 393.901 jiwa yang terdiri dari laki-laki 201.710

jiwa dan perempuan 192.19 jiwa.
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B. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu
1. Visi Misi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu. Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu memiliki visi

“Terciptanya pelayanan cepat, akurat, prima, serta transparan”. Misi

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM Kependudukan dan pencatatan sipil yang
mumpuni/handal

2. Meningkatkan sosialisasi dari penyebarluasan informasi kepada
masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan
sipil

3. Meningkatkan upaya penanganan, keluhan, dan pengaduan masyarakat
secara cepat dan akurat

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta

pemanfaatan teknologi sistem informasi administrasi kependudukan

Tugas dan fungsinya diuraikan dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor
08 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas—
Dinas Pemerintah daerah, terdiri dari:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
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b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pelayanan Pendafataran Penduduk, terdiri dari :
a. Seksi Identitas Penduduk
b. Seksi Pindah Datang Penduduk
c. Seksi Pendataan Kependudukan
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
a. Seksi Kelahiran
b. Seksi Perkawinan dan Perceraian
c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan kematian
5. Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Pemanfataan Data, terdiri dari :
a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data

c. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

2. Tugas dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu
sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu
mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan
bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi wewenang daerah
dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundangan. Fungsi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu

sebagai berikut :
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1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai

tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan

asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan

dan pencatatan sipil. Kepala Dinas Kependudukan dan

pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan tugas pokok

mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan
pencatatan sipil

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil

5. Pelayanan adminstrasi.

2) Sekretaris
Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai
tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang
meliputi  perencanaan, keuangan, urusan tata usaha,
perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN (Aparatur Sipil

Negara) kepada semua unsur di lingkungan Dinas. Sekretaris
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Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  dalam

menyelenggarakan tugas pokok, mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan
program Kkerja

2. Pelaksanaan  tugas administrasi umum  perkantoran,
administrasi kepegawaian, adminstrasi keuangan,
perlengkapan, kearsipan, kehumasan, kerumahtanggaan,
perjalanan dinas, pemeliharaan aset dan peralatan kantor

3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian

program lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis

dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran

penduduk. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

dalam menyelenggarakan tugas, mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis
di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk

c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
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4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil.

Kepala Bidang Pelayanan  Pencatatan  Sipil  dalam

menyelenggarakan tugas, mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis
di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil

c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

a. Seksi Kelahiran
Kepala Seksi Kelahiran mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran.
Kepala Seksi Kelahiran dalam melaksanakan tugas pokok,
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a) Penyusunan rencana kerja monitoring dan evaluasi pada
Seksi Kelahiran
b) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Seksi Kelahiran

¢) Pembuatan laporan hasil kegiatan pada Seksi Kelahiran.
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b. Seksi Perkawinan dan Perceraian

Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan

pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian. Kepala

Seksi Perkawinan dan Perceraian dalam melaksanakan tugas

pokok, mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Penyusunan rencana kerja monitoring dan evaluasi pada
Seksi Perkawinan dan Perceraian

b) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Seksi
Perkawinan dan Perceraian

c) Pembuatan laporan hasil kegiatan pada Seksi Perkawinan

dan Perceraian.

c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan
Kematian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan anak,
pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status
kewarganegaraan dan pencatatan kematian. Kepala Seksi
Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
dalam melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi sebagai

berikut:
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a) Penyusunan rencana kerja monitoring dan evaluasi pada
Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan
Kematian

b) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Seksi Perubahan
Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

c) Pembuatan laporan hasil kegiatan pada Seksi Perubahan
Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

5) Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan

Pemanfaataan Data

Kepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi

Kependudukan dan Pemanfaataan Data mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan informasi
administrasi kependudukan dan pemanfaataan data, serta dalam
menyelenggarakan tugas pokok, mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis
di Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan
dan Pemanfaataan Data

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengolahan
Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan

dan Pemanfaataan Data.
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3. Teknologi Digital dan Media Online
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu dalam
memberikan layanan yang lebih cepat, mudah dan aman, maka terus
meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan
menggunakan inovasi yang berbasis teknologi digital. Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu pada awal tahun
2019 telah menggunakan tandatangan elektronik (TTE) digital untuk
menerbitkan dokumen akta kelahiran, akta kematian, surat keterangan

pindah datang, dan kartu keluarga.

Hal ini untuk menciptakan budaya baru dalam penyelenggaraan
administrasi kependudukan,yaitu pola pikir dan cara kerja serba digital
dengan melakukan lompatan besar yaitu “Dukcapil Go Digital”. Dokumen
tidak lagi tertera tanda tangan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil tetapi diganti dengan QR Code atau Barcode yang berisi Informasi
tentang data kependudukan pada Kartu Keluarga dan data pada Akta
Lahir. Barcode dapat menjamin keaslian dokumen dan dapat dicek melalui

aplikasi “Verifikasi Dokumen PDF (VeryDS)” yang ada di play store.

Media online adalah segala jenis media atau sarana komunikasi yang
tersaji secara online melalui koneksi internet, seperti email, website, blog,
media sosial, jejaring sosial, dan aplikasi chatting. Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik dalam Pasal 7 menyatakan Kewajiban Badan Publik (termasuk

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yaitu wajib menyediakan,
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memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah
kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang akurat, benar, dan tidak
menyesatkan. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan
sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik

secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Salah satu asas dalam UU ini adalah setiap informasi publik bersifat
terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dengan
cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Penyediaan
informasi publik oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Pringsewu melalui website resmi dan akun media sosial resmi dinas.
Website resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Pringsewu sebagai berikut:

=== DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
=¥ KABUPATEN PRINGSEWU
T

Profil Layanan informasi Pelayanan Berita Data Dukeapil Hari Ini Laporan Harian

KUNJUNGAN KERJA
WAKIL BUPATI
PRINGSEWU PADA
DISDUKCAPIL

!‘ = |
Gambar 2. Website Resmi Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Pringsewu

Sumber: http://disdukcapil.pringsewukab.go.id/
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Website resmi dinas tersebut menyediakan profil dinas, syarat dan
prosedur pelayanan, inovasi-inovasi dinas, pengaduan, SOP, dan kegiatan-
kegiatan. Kemudian terdapat akun instagram resmi Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

Jo

© | Jnstagram ® O

disdukcapilpringsewu  Following

106 posts 683 followers 55 following

Disdukcapil Pringsewu
< fBFacebok : https://www.facebook.com/disdukcapil.pringsewu.9 4] twitter :

https://twitter.com/disdukcapil_psw
disdukcapil.pringsewukab.go.id

ed by bundanya_gaozanghaziyaghazali

B8 POSTS

|

Gambar 3. Akun Instagram Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Pringsewu

Sumber: https://www.instagram.com/disdukcapilpringsewu/

Akun instagram resmi dinas tersebut juga menyediakan informasi terkait
kegiatan-kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Pringsewu. Selain media sosial akun instagram, dinas ini juga memiliki

akun facebook (https://www.facebook.com/disdukcapil.pringsewu.9) dan

twitter (https://twitter.com/disdukcapil_psw). Adanya website resmi dan

akun media sosial Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Pringsewu agar menyebarluaskan informasi dengan cepat serta akurat,
sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah dan

cepat.


https://www.instagram.com/disdukcapilpringsewu/
https://www.facebook.com/disdukcapil.pringsewu.9
https://twitter.com/disdukcapil_psw

V1. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Kualitas pelayanan akta kelahiran terendah dinilai oleh Masyarakat
Kecamatan Adiluwih dibandingkan Masyarakat Kecamatan Pringsewu,
Pagelaran dan Sukoharjo. Kualitas pelayanan akta kematian terendah
dinilai oleh Masyarakat Kecamatan Adiluwih serta Gadingrejo
dibandingkan Masyarakat Kecamatan Pringsewu dan Pagelaran. Dimensi ,
reliability atau kemampuan pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Pringsewu menunjukkan hasil yang buruk, karena
teknologi terbaru tidak diiringi oleh kemampuan pegawai yang berdampak
pada rendahnya responsiveness atau respon pegawai dalam memberikan
pelayanan.

2. Jarak domisili masyarakat dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Pringsewu menjadi penentu masyarakat dalam memberikan
penilaian atas kualitas pelayanan pencatatan akta kelahiran dan kematian.
Capaian kepemilikan akta kematian menentukan penilaian masyarakat,
tetapi capaian kepemilikan akta kelahiran tidak menentukan penilaian

masyarakat terhadap kualitas pelayanan.
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3. Kendala dalam penerapan teknologi Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Pringsewu adalah pelatihan yang diberikan tidak bersifat
menyeluruh dan pegawai yang mengikuti pelatihan tidak mampu menjadi
trainer atau pelatih bagi pegawai yang lain untuk meningkatkan
kemampuan penerapan teknologi.

4. Planning atau perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu sudah cukup baik dengan adanya
pengadaan teknologi terbaru, namun organizing dan controlling tidak
menunjukkan hasil yang baik karena tidak didukung dengan sumber daya

manusia yang memadai untuk menerapkan teknologi terbaru.

B. Saran

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu sebaiknya
melakukan peningkatan kemampuan pegawai dalam menerapkan
teknologi, sehingga respon terhadap pelayanan yang dibutuhkan
masyarakat dapat meningkat karena ditunjang oleh teknologi terbaru.

2. Memaksimalkan program layanan dan penggunaan media untuk
menjangkau masyarakat yang terkendala oleh jarak seperti program
jemput bola, mobil Yanling atau (Pelayanan Keliling) dan pelayanan
dengan pemanfaatan IT (information and technology) atau whatsapp.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu sebaiknya
memaksimalkan kegiatan sosialisasi akan pentingnya dokumen
kependudukan agar capaian kepemilikan akta kelahiran dan kematian

meningkat.
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3. Mengadakan pelatihan secara khusus untuk pegawai Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu yang diisi dengan materi-materi
mengenai teknologi terbaru dengan pegawai pelatihan sebagai trainer atau
pelatih (Training of Trainer).

4. Penggunaan teknologi perlu dilibatkan dalam penerapan aspek organizing
atau pengorganisasian dan controlling atau pengawasan untuk

meningkatkan kualitas pelayanan.
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